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ABSTRAK

Ardian Dwi Aprilianto 2018. Perlindungan Hukum Well Known Marks
Terhadap Pelanggaran Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Di Pasar Purwodadi Kabupaten
Grobogan). Skripsi Bagian Hukum Perdata-Dagang, Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing: Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H
Kata Kunci: Well Know Marks, Pelanggaran, Perlindungan Hukum

Pelanggaran terhadap barang bermerek terkenal merugikan pemerintah dari sektor
ekonomi (pajak), adanya penjualnya well known marks yang dipalsukan karena
banyaknya peminat pada barang bermerek palsu terletak pada harga yang lebih murah
dibandingkan harga asli sehingga penjual mendapatkan keuntungan secara instan di Pasar
Purwodadi Kabupaten Grobogan. Cenderung merek yang dipalsukan adalah produk-
produk fashion seperti sepatu, sandal, topi, baju, dan jam tangan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum well
known marks terhadap pelanggaran merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Di Pasar Purwodadi Kabupaten
Grobogan)? (2) Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran merek
terhadap well-known marks di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan? Tujuan penelitian
ini adalah mengetahui perlindungan hukum dan upaya pemerintah dalam mengatasi
pelanggaran merek terhadap well-known marks.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian
yuridis sosiologis. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder
diperoleh bahan pustaka yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum well known marks khususnya
produk-produk fashion yang dipalsukan dan dijual di pasar Purwodadi Kabupaten
Grobogan ditinjau dari undang-undangnya belum berlaku efektif karena ada pelanggaran
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan upaya
pemerintah  sudah melakukan tindakan preventif/pencegahan dan tindakan
represif/Penyelesaian suatu peristiwa.

Simpulannya adalah (1) Perlindungan hukum well know marks terhadap
pelanggaran merek dagang di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan belum berlaku
efektif karena melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis, karena bersifat delik aduan perlindungan merek belum
maksimal karena tanpa aduan dari pemegang merek tidak ada sanksi yang diterapkan bagi
pelanggaran merek, (2) Upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran merek terhadap
well-known marks di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan ada dua cara antara lain
yaitu sebagai berikut: Upaya Preventif dengan cara lebih ditekankan pada pengawasan
pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang
terkenal asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya
agar haknya terlindungi- dan upaya represif-dengan cara menindak tegas dengan cara
sanksi pidana bagi pedagang yang melanggar yang ada di pasar Purwodadi Kabupaten
Grobogan.

Saran adalah diharapkan pemerintah menyusun Peraturan Daerah sebagai Peraturan
Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, akan lebih baik Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan
melakukan penindakan dengan cara sweeping untuk memberikan efek jera dengan
menutup lapak pedagang dan memusnahkan semua well-known marks yang dipalsukan di
Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan.
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BAB |

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia bersama kesembilan negara ASEAN pada tahun 2015 telah
menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN
Economic Community (AEC) yang dalam pergerakan barang, modal, jasa,
investasi dan orang yang telah disepakati akan bebas keluar masuk di antara
negara anggota ASEAN dengan tanpa hambatan baik secara tarif maupun nontarif.
Indonesia yang berada pada arus perdagangan global dituntut siap dan berani
dengan produk lain menghadapi tantangan sekaligus peluang. Peluang karena
produk-produk dalam negeri akan mendapat pasar di kawasan ASEAN dengan
populasi ASEAN mencapai 617,68 juta jiwa dengan pendapatan domestik bruto
2,1 triliun dolar AS, jumlah itu menunjukan potensi besar ASEAN untuk digarap
oleh investor namun MEA juga menjadi tantangan karena jika Indonesia tidak
siap dengan MEA maka produk dari negara ASEAN akan menyerbu Indonesia
(Inovasi,2014:15).

Perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya
intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan
perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting
baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk
membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga

dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi



konsumen, merek selain mempermudah pengindentifikasian juga menjadi simbol
harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek
tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya
dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas
produknya, dan lain — lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas
semakin nyata.(Djumhana,2006:78)

Merek sebagai salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
mempunyai peranan yang penting dalam hal perdagangan terutama dalam
menghadapi era globalisasi saat ini. Dengan terikatnya Indonesia dalam perjanjian
World Trade Organization (WTO), membuat Indonesia harus menyesuaikan
peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional yang ada dalam
kerangka General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/WTO vyaitu
Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s).
Persetujuan TRIP’s (Trade Relation Aspects o Intellectual Property Right)
memberikan batasan bahwa setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang
dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya
dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata
yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap
gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.
(Saidin,2002:23).

Perkembangan perekonomian sudah semakin pesat karena hubungan antar
bangsa yang menjadi saling tergantung dan perdagangan yang tidak terikat pada
batas-batas negara dan para pemilik merek barang dan jasa saling memperoleh

akses yang seluas-luasnya ke pasar Internasional. Indonesia yang masuk dalam



General Agreement on Tarif and Trade (GATT) yang bermaksud untuk
meluaskan peluang pasar Internasional maka perkembangan ekonomi Indonesia
yang menganut sistem ekonomi terbuka yang berpengaruh terhadap semakin
berkembangnya pemanfaatan merek asing di Indonesia. Dalam mengkonsumsi
produk masyarakat lebih mengutamakan produk-produk dengan merek asing
terkenal dibandingkan merek lokal demi meningkatkan prestise di lingkungan
sekitarnya maka melihat peluang besar ini industri atau pengusaha di Indonesia
memanfaatkan situasi ini dengan memalsukan merek-merek terkenal demi
mendapatkan keuntungan pribadi, dan daya beli masyarakat Indonesia yang
rendah menyebabkan mereka lebih memilih barang yang harganya jauh lebih
murah walaupun mereka tahu bahwa merek pada barang dan kualitasnya tidak
sebaik harga yang lebih mahal.

Mengingat merek mempunyai peran Yyang sangat penting dalam
perdagangan barang atau jasa, pengaturan tentang merek dalam sistem hukum
Indonesia sudah berlangsung lama dibandingkan dengan jenis-jenis HKI,
berlakunya Auteurswet 1912, Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan kemudian
dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961,
Undang-Undang ini terdapat pula dua Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April
1993. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tanggal
17 Mei 1997.(Margono,2010:7).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

Tentang Merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara



kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka
waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan
kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan
apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian
bagi pemilik merek. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan
tindakan pelanggaran terhadap merek. Negara memilki tanggung jawab
melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut. Seiring dengan
perkembangan zaman saat ini Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek
(DUM) Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut
harus dilindungi. Perlindungan HKI, perlu dipahami makna HKI itu sendiri
sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan
intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap HKI,
pendekatan hukum terhadap HKI adalah dengan pendekatan hukum kebendaan
seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUH
Perdata adalah: hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk
berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan
dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang
berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak
mengurangi - kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan
penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-
undangan” merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan

leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan undang-undang



atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya
dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain.

Istilah "tanda yang terkenal™ pertama kali muncul dalam Konvensi Paris
1883 untuk Perlindungan Properti Industri. Pada dasarnya, Konvensi Paris
menetapkan bahwa seorang Anggota Negara harus sama-sama melindungi para
penuntut dan warganya di bawah hukum merek dagang domestiknya. Tanda yang
terkenal harus diketahui di negara di mana perlindungan dicari; apakah tanda itu
terkenal di tempat lain yang tidak relevan. Konvensi Paris, bagaimanapun, tidak
menyediakan apapun tes untuk menentukan apakah suatu tanda sudah dikenal.
Dalam prakteknya, penuntut asing menuntut pelanggaran merek dagang di
Amerika Serikat akan bergantung pada undang-undang merek dagang A.S. dan
akan menerima perlindungan yang sama seolah-olah mereka adalah warga negara
Amerika Serikat.(WIPO,2015:6).

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga
mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Barang atau jasa yang dalam
proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan
demikian juga telah menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual pada saat yang sama
ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk
melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan
dengan kebutuhan untuk melindungi barang komoditi dagang. Merek mempunyai
peranan dalam suatu produk selain untuk memperkenalkan produk dari suatu
perusahaan produk karena merek berfungsi sebagai daya pembeda
(distinctiveness) suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai kriteria dalam kelas

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi suatu perusahaan yang berbeda.



Kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh mutu yang dihasilkan suatu perusahaan.
Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik
sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan
merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga
secara komersial, dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk
menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut
(Damian,2003:131).

Perlindungan merek terkenal yang didaftarkan di Indonesia tidak akan
berbeda dengan perlindungan merek pada umumnya, berbeda dengan merek
terkenal yang harus tetap dilindungi meskipun tidak didaftarkan di Indonesia dan
hanya didaftarkan di negara asal sehingga merek terkenal tampak adanya aspek
transnasional atau internasional dalam perlindungan hukumnya Hak Kekayaan
Intelektual yang merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat
berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide.
Penciptaan Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan waktu, bakat, dan uang maka
apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang dibuat, tiap orang
dapat meniru dan mengopi secara bebas hak milik orang lain tanpa batas yang
mengakibatkan tidak adanya insentif bagi penemu untuk mengembangkan kreasi-
kreasi baru (Astarini,2009:2).

Merek dagang di Indonesia semakin banyak macam pilihannya. Teknologi
informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam-macam merek yang
dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi keunggulan produk
dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh

karena itu, antara pemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan



kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah yang mendorong
terjadinya tindakan persaingan yang tidak tepat seperti pemalsuan atau peniruan
merek. Merek terkenal sering dipalsukan (atau minimal pelaku usaha sering
membonceng ketenaran dari merek terkenal tersebut) karena nilai ekonomisnya
yang sangat tinggi. Akibatnya pemilik merek yang sah atas merek terkenal
dirugikan kepentinganya dengan berkurangnya pangsa pasar, pudarnya goodwill
atau reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya tidak
sedikit. Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang
dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai
dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan
(Wiratmo,1997:34).

Merek dagang di Indonesia semakin banyak macam pilihannya.
Teknologi informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam-macam
merek yang dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi
keunggulan produk dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk
yang diinginkan. Oleh karena itu, antar pemilik merek suatu produk akan bersaing
untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah
yang mendorong terjadinya tindakan persaingan yang tidak tepat seperti
pemalsuan atau peniruan merek. Persaingan dagang semakin besar sehingga
mendorong orang lain melakukan perdagangan dengan jalan pintas (free riding)
terhadap merek terkenal. Tindakan free riding merupakan tindakan yang berusaha
untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk
menumpang keterkenalan suatu merek. Tindakan seperti inilah yang disebut

sebagai passing off dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan



hukum. Passing off mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya
seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan
tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai
dengan merek aslinya.

Sektor perdagangan dunia, Indonesia sering diserbu barang palsu merek
ternama karena Indonesia dipandang sebagai pasar potensial yang menjadi target
utama yang dituju karena masyarakat Indonesia yang cenderung berorientasi pada
pemakaian produk-produk luar negeri (label minded) dan tingkat konsumtif akan
gaya hidup yang tinggi dalam penggunaan merek terkenal yang dapat menunjang
dan menentukan status sosial dalam pergaulan, merek merupakan gengsi bagi
kalangan tertentu karena gengsi seseorang terletak pada barang yang dipakai atau
jasa yang digunakan, semakin terkenal merek yang digunakan semakin tinggi pula
status sosial, apalagi merek itu terkenal yang merupakan produk asli yang sulit
didapat dan dijangkau oleh kebanyakan orang dapat menjadi kebanggaan
tersendiri. Penggunaan merek terkenal ini biasanya dengan alasan demi kualitas,
bonafiditas, atau investasi. Tingkat konsumtif yang besar inilah yang menuntut
industri lain untuk memanfaatkan merek-merek terkenal untuk mendapatkan
keuntungan lebih, semakin besarnya permintaan merek-merek terkenal maka
semakin besar pula produksi dan peredaran merek-merek terkenal palsu yang
beredar. Produk-produk tersebut dipasarkan ke seluruh dunia termasuk di
Indonesia.

Maraknya peredaran barang palsu di pasar kian meresahkan banyak pihak,
selain merugikan pemerintah (pajak), investor atau pemegang merek, keberadaan

barang palsu juga merugikan pelaku sektor industri termasuk para pekerja dan



konsumen, sebagai pengguna meskipun mereka secara langsung dapat
membedakan merek terkenal dengan merek terkenal palsu tetapi mereka
menghiraukan demi menunjang gaya hidup, keadaan seperti inilah yang perlu
diperhatikan pemerintah agar pemegang merek terkenal/investor mendapat
jaminan perlindungan hukum terhadap berkembangnya merek-merek terkenal
palsu dalam skala besar. Tindakan pemanfataan merek akan mengurangi
kepercayaan pihak asing atau investor terhadap jaminan perlindungan merek yang
mereka miliki, akibatnya muncul ketidak percayaan dunia Internasional terhadap
perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal
hubungan dagang, selain itu kerugian juga dialami dari sisi pekerja, secara
nasional industri di dalam negeri berpotensi mengalami potensi kehilangan Rp 3
triliun per tahun, yang seharusnya dapat digunakan untuk membayar upah tenaga
kerja atau buruh yang bekerja pada produsen barang asli akibat maraknya
peredaran barang palsu. Merinci, dari Rp 3 triliun tersebut, potensi kehilangan
upah ini terutama mengancam buruh yang bekerja di sektor industri pakaian dan
barang dari kulit sebesar Rp 2,32 triliun, industri makanan dan minuman sebesar
Rp 620,2 miliar, industri farmasi dan kosmetika sebesar Rp 268,4 miliar serta
industri software dan tinta printer sebesar Rp 186,3 miliar.

Peredaran barang palsu, imitasi, kualitas (selanjutnya disebut KW) atau
bermutu rendah tidak lepas dari beragam merek produk yang ditawarkan oleh
produsen kepada konsumen menjadikan konsumen memiliki berbagai macam
pilihan tergantung daya beli atau kemampuan konsumen. Banyaknya permintaan
konsumen dari kalangan menegah kebawah yang tidak mau ketinggalan trend dan

menginginkan memiliki produk-produk ternama atau terkenal namun harganya
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terjangkau demi menunjang gaya hidup. Tidak jarang para pembelinya datang dari
golongan menegah ke atas bahkan kalangan sosialita.(Kurnia,2011:10).

Terhadap persoalan hukum seperti pemanfaatan merek, peniruan merek,
pemalsuan merek dan pembajakan merek dapat diterapkan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
dan juga ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menganti
kerugian tersebut”. Di Indonesia kasus-kasus pelanggaran merek terkenal yang
terjadi di Indonesia dapat dijumpai dari pedagang kaki lima di sepanjang trotoar,
pusat-pusat perbelanjaan sampai pusat-pusat pertokoan yang berada di mal-mal
mewah yang memajang barang-barang dagangnya di etalase yang indah
(Marwiyah,2010:44).

Kasus yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah Fenomena yang
sedang terjadi di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan terkait banyak
beredaranya barang bermerek terkenal (luxrury good) tetapi barang yang beredar
adalah barang bermerek terkenal palsu seperti baju (Diesel, Zara, Polo), tas (Polo,
Channel, Gucci, Zara), sandal/ sepatu (Nike, Adidas, Converse), jam tangan
(Nike, G-Shock, Rolex, Alba, Casio, Swiss Army), celana (Levi’s, Guess,
Wrangler, Diesel), jaket (Adidas, Nike), sandal/sepatu (Adidas, Nike, Puma,
Vans) dan berbagai aksesoris lainnya yang banyak beredar di Pasar Purwodadi
Kabupaten Grobogan. Banyaknya peminat pada produk bermerek palsu memang
terletak pada harganya yang jauh lebih murah berkisar Rp. 50.000 - Rp. 300.000

dibandingkan dengan harga aslinya yakni yang berkisar Rp. 4.000.000—
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Rp.15.000.000, dari setiap penjualan ini pedagang mendapat keuntungan sekitar
50 persen dari modal yang dikeluarkan. Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan
menyediakan barang-barang bermerek asing palsu dengan berbagai macam
pilihan merek, model barang dan harga murah yang menarik banyak peminat dari
kalangan menegah ke bawah, peredaran barang palsu dianggap dapat memenuhi
kebutuhan gaya hidup masyarakat tanpa menghiraukan kualitas barang. Jumlah
permintaan yang terus bertambah mengakibatkan akan bertambahnya penjualan
produk merek terkenal palsu dan semakin membuat resah pemegang merek.
Diketahui dengan baik merek dagang yang perlindungan dapat dinikmati
oleh merek dagang terkenal di bawah skema hukum dapat dibagi menjadi tiga
kategori. Yang pertama berkaitan dengan efek “pemblokiran™ yang dihasilkan
oleh tanda yang sudah dikenal, baik terdaftar atau tidak terdaftar, dalam mencegah
pendaftaran merek dagang yang identik atau serupa dengan tanda yang dikenal.
Kategori kedua terdiri dari ruang lingkup tanggung jawab pelanggaran yang
ditentukan secara hukum sehubungan dengan merek dagang terkenal yang telah
terdaftar di bawah Undang-Undang. Kategori ketiga melibatkan seperangkat
ketentuan legislatif khusus yang dirancang untuk memberikan perlindungan
tambahan terhadap merek dagang terkenal tanpa menghiraukan apakah merek
tersebut terdaftar atau tidak terdaftar. Perlindungan yang diberikan pada pemilik
merek dagang terkenal dalam kategori pertama pada dasarnya bersifat "defensif"
dalam karakter sejauh mencegah pihak ketiga menempatkan merek dagang di
kemudian hari pada daftar yang identik atau mirip dengan merek dagang terkenal
sebelumnya, sementara kategori kedua dan ketiga melibatkan bentuk perlindungan

"ofensif" dengan memberdayakan pemilik dengan hak hukum yang diperlukan
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untuk mengejar mereka yang tindakannya dapat berdampak buruk terhadap
minatnya dalam merek dagang terkenal. Merek dagang terkenal dapat dipanggil,
perlu untuk pertama-tama menetapkan bahwa tanda-tanda ini “terkenal” pada saat
ketika tindakan atau penggunaan tidak sah yang relevan terjadi. Ini berarti bahwa
pemilik merek dagang yang terkenal harus dapat menunjukkan bahwa merek
tersebut sudah dikenal di Indonesia pada saat aplikasi nanti untuk pendaftaran
merek dagang yang sama atau serupa terjadi, ketika penggunaan yang tidak sah
dari yang identik atau serupa trade mark terjadi kecuali pemilik dapat
menunjukkan bahwa pihak lain bertindak dengan itikad buruk. (INTA,2005:6)

Perlindungan HKI sangat penting bagi pembangunan yang sedang
berlangsung di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal
di Indonesia adalah mengharapkan adanya royalti dari alih teknologi termasuk di
dalamnya royalti atas transfer hak kekayaan intelektual yang salah satu bentuknya
adalah royalti atas pemberian lisensi atas Merek. Pemahaman yang harus dibentuk
ketika menempatkan merek sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran hak
atas merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan lainnya, yaitu
hak cipta.

Undang-Undang Merek berfungsi melindungi pihak pemilik merek
terhadap pendaftaran atau penggunaan oleh pihak lain untuk merek yang memiliki
produk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Prinsip perlindungan merek
adalah membatasi barang atau jasa yang terdaftar dan dipergunakan. Artinya,
melarang setiap orang menggunakan merek untuk barang atau jasa yang tidak
mirip sekalipun dengan barang atau jasa dari merek yang telah terdaftar. Para

pelaku produksi barang atau jasa atau pemilik merek yang telah memegang hak
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atas merek dapat menggunakan merek untuk melakukan perdagangan dan mencari
keuntungan. Oleh karena itu, pemilik merek akan selalu membangun dan menjaga
reputasi barang atau jasanya dalam perdagangan agar mampu menghadapi
persaingan. Persaingan merek saat ini sangat ketat yang menimbulkan dampak
positif dan negatif. Persaingan yang dibenarkan oleh hukum akan memberikan
dampak positif seperti mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaingnya.
Persaingan ini akan meningkatkan kualitas barang atau jasa sehingga
menguntungkan produsen dan konsumen.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dikatakan bahwa masih banyak
celah untuk melakukan pelanggaran merek di Indonesia terutama di Pasar
Purwodadi Kabupaten Grobogan, maka dari itu perlu diadakan penelitian yang
berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terutama merek terkenal
dengan harapan jika diketahui faktor-faktor penyebab pelanggaran merek akan
dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran sejenis di
masa yang akan datang. Untuk itu penulis menuangkan tulisan ini dalam bentuk
skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM WELL KNOWN MARKS
TERHADAP PELANGGARAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS (STuDI DI PASAR PURWODADI KABUPATEN

GROBOGAN)
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1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1.

Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam melakukan jual-beli barang-
barang palsu yang dapat dikenai sanksi di Pasar Purwodadi Kabupaten
Groobogan;

Praktek perdagangan barang atau jasa dijumpai adanya celah untuk
melakukan pelanggaran di Pasar Purwodadi Kabupaten Groobogan;
Maraknya peredaran barang palsu selain merugikan pemerintah (pajak),
investor atau pemegang merek, dan pelaku sektor industri termasuk para
pekerja dan konsumen di Pasar Purwodadi Kabupaten Groobogan;
Banyaknya peredaran well-known marks yang dipalsu disebabkan oleh
lemahnya dalam pengawasan dan rapuhnya penegakan hukum di Pasar
Purwodadi Kabupaten Groobogan;

Indonesia dipandang sebagai pasar potensial yang menjadi target utama
karena cenderungan berorientasi pada pemakaian produk luar negeri;
Tidak adanya tindakan khusus dari pemerintah dalam melindungi hak-hak
pemegang merek di Pasar Purwodadi Kabupaten Groobogan;

Aturan yang berlaku mengenai perlindungan merek di Indonesia yaitu
perjanjian TRIP’s (Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right)
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis
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1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas Penulis membatasi masalah yang

akan menjadi bahan penelitian yaitu:

1.

Penggunaan merek dagang yang dilakukan pihak/(Di Pasar Purwodadi
Kabupaten Groobogan) bukan pemegang hak merupakan pelanggaran
produksi maupun dipasarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Masalah keaktifan pemegang hak merek untuk menegakan perlindungan
hukum dari peredaran merek dagang palsu;

Pengawasan dan penegakan hukum yang konkrit oleh pihak terkait untuk
melakukan pembinaan hukum merek di Kota Purwodadi untuk menekan

angka pelanggaran merek terhadap perdagangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai tersebut di atas maka penulis

menarik beberapa permasalahan di dalam penelitian ini, antara lain sebagai

berikut:

1.

Bagaimana perlindungan hukum well-known marks terhadap pelanggaran
merek yang terjadi di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan?
Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran merek

terhadap well-known marks di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan?
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1.5 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas maka penulisan ini
bertujuan untuk:

1. Agar masyarakat luas mengetahui bagaimana cara perlindungan hukum
well-known marks terhadap pelanggaran merek yang terjadi di Pasar
Purwodadi Kabupaten Grobogan

2. Agar masyarakat luas mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam
mengatasi pelanggaran merak terhadap well-known marks di Pasar
Purwodadi Kabupaten Grobogan

1.5.1 Tujuan Umum
Mengetahui sejauh mana perlindungan hukum well-known marks yang
berada di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan terhadap pemalsuan
merek berdasarkan Undang-Undangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum
atas well-known marks di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan.

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran merak

terhadap well-known marks di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan.

1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis

maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi
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pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktek maupun teoritis antara
lain sebagai berikut:
1.6.1 Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan hukum bagi pelaku
usaha dan konsumen dalam peredaran barang-barang palsu.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam

upaya pencegahan pelanggaran well Known marks yang akan datang.

1.6.2 Manfaat Praktis
1.6.2.1 Bagi Pelaku Usaha
a. Penelitian ini diharapkan pelaku usaha sadar hukum dalam transaksi jual
beli ilegal barang-barang palsu.
b. Penelitian ini diharapkan pelaku usaha sadar dalam transaksi jual beli

ilegal barang-barang palsu membuat banyak pihak menjadi dirugikan.

1.6.2.2 Bagi Produsen
Penelitian ini diharapkan pihak produsen lebih aktif dalam melindungi hak
mereknya untuk menegakkan perlindungan hukum dari peredaran merek

dagang palsu

1.6.2.3 Bagi Masyarakat Umum
a. Penelitian ini diharapkan masyarakat umum atau konsumen sadar hukum
dalam transaksi jual beli ilegal barang-barang palsu.
b. Penelitian ini diharapkan membuat masyarakat sadar dalam transaksi jual

beli ilegal barang-barang palsu membuat banyak pihak menjadi dirugikan.
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1.6.24Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pertambangan
Pemerintah Kabupaten Grobogan
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran agar
pemerintah lebih mengawasi pelaku usaha dalam transaksi jual beli ilegal
barang-barang palsu.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran agar

pemerintah lebih melindungi hak-hak para pemegang merek.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari : (1) Penelitian

Terdahulu, (2) Tinjauan Teoritis dan (3) Tinjauan Konseptual.

2.1 Penelitian Terdahulu
Kajiian dan penelitian mengenai Kekayaan Intelektual telah banyak
dituangkan ke dalam beberapa buku, tulisan, serta penelitian-penelitian lain.
Sehingga untuk menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh Penulis dan
untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penulis
perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau
relevansinya dengan masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian
untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian
yang telah ada sebelumnya, yang didalamnya membahas mengenai hal-hal yang
terkait dengan Perlindungan Hukum Well-Known Marks Terhadap Pelanggaran
Merek. Dalam hal ini, penelitian lain hanya akan penulis paparkan inti dari
penelitiannya saja, sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa penulisan ini
memiliki hasil akhir yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil
dari penelusuran yang dilakukan ditemukan beberapa tulisan atau hasil penelitian
yang berkaitan dengan topik Perlindungan hukum terhadap merek kolektif tetapi
memiliki substansi yang berbeda antara lain, sebagai berikut :
1. Kuntum Suryani Sitorus, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin 2014,

dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
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Merek Terhadap Perdagangan Barang-Barang Bermerek Palsu Di Kota
Makassar”.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 untuk

perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing di
di Kota Makassar sudah berlaku efektif, namun karena bersifat delik aduan
efektivitas perlindungan merek belum maksimal karena tanpa aduan dari
pemegang merek tidak ada sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran
merek, sehingga diperlukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Makassar dalam pendistribusian barang ke pedagang
dan peredaran barang palsu Kota Makassar dan efektivitas penegakan
hukum yang konkrit oleh Kementerian Hukum dan HAM Kota Makassar
untuk melakukan edukasi melalui sosialisasi terhadap produsen, pedagang
dan pembeli tentang merek serta kesadaran pemegang merek dalam
melaporkan indikasi pelanggaran merek agar dapat menanggulangi
pelanggaran merek.
. Sekar Hayu Ediningtyas, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
2015, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek
Dagang Terkenal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Di Pasar Johar Semarang).

Perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang terkenal
asing di pasar johar Semarang sudah berlaku efektif, namun karena
bersifat delik aduan perlindungan merek belum maksimal karena tanpa
aduan dari pemegang merek tidak ada sanksi yang diterapkan bagi

pelanggaran merek, sehingga diperlukan pengawasan oleh Dinas
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Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dalam pendistribusian
barang ke pedagang dan peredaran barang palsu di pasar johar Semarang
dan penegakan hukum yang konkrit oleh Kementerian Hukum dan HAM
Kota Semarang untuk melakukan edukasi melalui sosialisasi terhadap
produsen, pedagang dan pembeli tentang merek serta kesadaran pemegang
merek dalam melaporkan indikasi pelanggaran merek agar dapat
menanggulangi  pelanggaran merek. Hambatan yang terjadi saat
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagang Terkenal Asing
Terhadap Pemalsuan di pasar johar antara Pengaturan Hukum karena delik
aduan menghambat perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek
dagang terkenal asing sehingga menjadi celah peredaran barang palsu,
penegak hukum yang kurang optimal dalam pengawasan pendistribusian
barang dari produsen ke pedagang oleh Disperindag Kota Semarang,
sarana dan fasilitas yang kurang menujang karena belum adanya alat yang
memudahkan atau mendeteksi suatu barang, lemahnya kesadaran pembeli
untuk membeli barang yang berkualitas, dan keinginan menggunakan dan

membeli merek asli yang tidak didukung dengan budget yang cukup.
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Istigomah Andreany Prananingtyas Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang 2015, dengan judul “Perlindungan Hukum Merek Terkenal
Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat (3) TRIPs
Agreement dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek”

Perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis
(analisis yuridis Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dengan Pasal 6 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), sebagai Kajian Yuridis Pasal
16 Ayat (3) TRIPs Agreement dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001. Peniruan merek terkenal milik orang lain yang
dilakukan untuk barang sejenis dapat diidentifikasi secara jelas karena
pengaturannya baik secara internasional maupun nasional telah diatur
secara terperinci dan terstruktur. Pengaturan secara internasional dan
nasional telah konsisten, baik dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris maupun
Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement yang selanjutnya diatur lebih lanjut
pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sedangkan,
pada barang tidak sejenis perlindungan merek terkenal tidak dapat
diterapkan karena Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
mensyaratkan harus adanya Peraturan Pemerintah. Ketiadaan Peraturan
Pemerintah ~_menjadi ~ penghalang  untuk  dapat diterapkannya
perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis sesuai
dengan Pasal 6 ayat (2) tidak dapat diterapkan karena sampai saat ini
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai merek terkenal untuk

barang tidak sejenis belum diterbitkan, Hakim dituntut untuk menggali
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hukum agar persoalan ketiadaan peraturan hukum nasional yang mengatur
merek terkenal untuk barang tidak sejenis tidak menjadi penghambat bagi
para pihak yang berperkara untuk memperoleh putusan yang berkeadilan.
(3) TRIPs Agreement memberikan kriteria peniruan merek terkenal yang
digunakan untuk barang tidak sejenis, sehingga merek terkenal tersebut
Berdasarkan analisis putusan hakim pada dua kasus merek. Pertama, kasus
merek IKEA melawan Ikema yang menerapkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal
6 ayat (2) dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat diterapkan karena
Peraturan Pemerintahnya belum ada. Ketiadaan Peraturan Pemerintah
menyebabkan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak
sejenis menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga putusan
merek IKEA dan merek Ikema ini tidak memenuhi rasa keadilan, karena

merugikan pemilik merek terkenal yang telah dibonceng keterkenalannya.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Hasil Keterangan
1 Kuntum Efektivitas Efektivitas  Undang- | Bentuk karya
Suryani Undang-Undang | Undang Nomor 15 SKripsi-
Sitorus Nomor 15 Tahun | Tahun 2001 tentang pst:

2001 tentang | Merek Terhadap | terbit
Merek Terhadap | Perdagangan Barang- tahun

Perdagangan Barang Bermerek
Barang-Barang Palsu Di Kota | 2001
Bermerek Palsu | Makassa. Dalam
Di Kota | perlindungan  merek
Makassa. belum maksimal
karena hanya
menyangkut  tentang
Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001,
tanpa adanya aduan
dari pemegang merek
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tidak ada sanksi yang

diterapkan bagi
pelanggaran merek,
sehingga  diperlukan
pengawasan oleh
Dinas Perindustrian
Sekar Hayu | Perlindungan Perlindungan  hukum | Bentuk karya
Ediningtyas Hukum Terhadap | terhadap  pemalsuan SKripsi:
Pemalsuan merek dagang terkenal pst:
Merek Dagang | asing di pasar johar | Terbit tahun
Terkenal Asing | Semarang sudah 2015
Di Indonesia | berlaku efektif, namun
Ditinjau Dari | karena bersifat delik
Undang-Undang | aduan  perlindungan
Nomor 15 Tahun | merek belum maksimal
2001  Tentang | karena tanpa aduan
Merek (Studi Di | dari pemegang merek
Pasar Johar | tidak ada sanksi yang
Semarang). diterapkan bagi
pelanggaran merek,
sehingga  diperlukan
pengawasan oleh
Dinas  Perindustrian
dan Perdagangan Kota
Semarang
Istiqgomah Perlindungan Pendaftaran dan | Bentuk karya
Andreany Hukum  Merek | penggunaan merek Skripsi:
Prananingtyas | Terkenal Untuk | terkenal untuk barang '
Barang  Tidak | tidak sejenis | Terbit tahun
Sejenis (Analisis | menyebabkan di | 5915
Yuridis Pasal 16 | akomodirnya
Ayat (3) TRIPs | permasalahan ini

Agreement
dengan Pasal 6
Ayat (2)

Undang-Undang
Nomor 15 Tahun
2001 Tentang
Merek.

dalam Pasal 16 ayat
(3) TRIPs Agreement
yang selanjutnya
diatur lebih  lanjut
dalam Pasal 6 ayat (2)
Undang-Undang

Nomor - .15 . Tahun
2001. Berdasarkan
analisis penulis dengan
menggunakan paham
monisme dengan
primat hukum

internasional dan Pasal
38 ayat (1) Statuta
Mahkamah

Internasional maka
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belum diterbitkannya
Peraturan Pemerintah
menimbulkan
inkonsistensi  antara
Pasal 16 ayat (3)
TRIPs Agreement yang
memberikan  kriteria
merek terkenal untuk
barang tidak sejenis
dengan Pasal 6 ayat
(2) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun
2001.

Sumber : Bahan Penelitian yang telah diolah

Perbedaan penelitian yang penulisan lakukan dengan ketiga penelitian
terdahulu yaitu penelitian ini lebih menekankan supaya pelaksanaan perlindungan
hukum dan upaya pihak terkait untuk penanganan pemberantasan barang-barang
palsu yang beredar. Dimana perlindungan well known marks atau merek terkenal
yang didaftarkan di Indonesia tidak akan berbeda dengan perlindungan merek
pada umumnya, berbeda dengan merek terkenal yang harus tetap dilindungi
meskipun tidak didaftarkan di Indonesia dan hanya didaftarkan di negara asal
sehingga merek terkenal tampak adanya aspek transnasional atau internasional
dalam perlindungan hukumnya serta melindungan berbagai merek terkenal yang
sudah didaftarkan di Indonesia Undang-Undang yang terbaru tentang Merek yang
mengatur mengenai Merek yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
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2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Aristoteles

Aristoteles dilahirkan di Kota stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia,
Yunani (dahulunya termasuk wilayah Makedonia tengah) tahun 384 SM. Ayahnya
bernama Nichomachus, seorang sahabat dan dokter keluarga Amyntas I, raja
Macedonia, ayah raja Philippos, dan kakek Alexandros yang kemudian dikenal
dengan nama Alexander Agung. Meskipun telah lama tinggal di Macedonia, tetapi
Nichpmachus adalah orang asli Yunani. Berbeda dari Plato, yang merupakan
keturunan bangsawan, Aristoteles berasal dari keluaraga menengah. Namun
ayahnya meninggal saat Aristoteles berusia 15 tahun, karenanya Aristoteles
diasuh oleh pamannya yaitu Proxenus saudara ayahnya. Pada usia 17 tahun ia
menjadi murid Plato selama 20 tahun di Athena. Dibawah asuhan Plato ia
menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Dengan meninggalnya Plato

pada tahun 347 SM

Aristoteles meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun.
Dalam jenjang waktu itu ia mendirikan akademi di Assus dan menikah dengan
Pythias yang tidak lama kemudian meninggal. Lalu ia menikah lagi dengan
Herpyllis yang kemudian melahirkan baginya seorang anak laki-laki yang diberi
nama Nichomatus seperti ayahnya. Dan pada tahun-tahun berikutnya ia juga
mendirikan akademi di Mytile. Pada saat itu ia menjadi guru seoarang anak raja
yang berumur 13 tahun yang kemudian dalam sejarah terkenal dengan Alexander
Agung, ia mendidik Alexander Agung selama 3 tahun. Di tahun 335 SM, sesudah
Alexander naik tahta kerajaan, Aristoteles kembali ke Athena dan di situ di

bukanya akademinya sendiri yang bernama Lyceum, yang dipimpinnya selama 12
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tahun, selama itu ia memberikan kuliah, berpikir, dan mengadakan riset. Pada
tahun 323 SM Alexander Agung meninggal, karena takut dibunuh orang Yunani
yang membenci pengikut Alexander, akhirnya Aristoteles melarikan diri ke
Chalcis. Satu tahu setelah pelariannya itu tepatnya pada tahun 322 SM, pada usia

62 tahun ia meninggal.(Rapar,1993:1-3)

Menurut catatan sejarah, Plato dan Aristoteles adalah guru dan murid yang
merupakan dua tokoh besar dalam sejarah, yang telah berhasil membentuk dan
meletakkan dasar yang paling kokoh bagi pembangunan kebudayaan dan
peradaban Barat modern. Di sisi lain, meskipun di sana sini terdapat perbedaan
bahkan pertentangan antara kedua tokoh guru dan murid itu, tetapi keduanya
pantas dinobatkan menjadi pahlawan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan yang
melepaskan dan membebaskan manusia dari belenggu ketidak tahuan agar

manusia tahu bahwa dia tahu tentang hal itu sebagai berikut. (Justin,1958:7-8):

“To many, Plato represents the lyrical, soaring imagination, while
Aristotle represents investigation, prosaic and eartbound. Plato seems
inspired and inspiring, while Aristotle seems tied to inflexible system and
unrelenting logic. One is a reformer, a prophet, and an artist, the other a
comlier, an observer, and an organizer. Plato seems to represent the
highest nobility of thought and aspiration; Aritotle seems content to accept

and work within the day-to-day limitations of human behaviour “

Terjemahan:

(Bagi banyak orang, Plato menunjukkan seorang yang antusias, dengan

imajinasi yang begitu membumbung tinggi, sementara Aristoteles
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melambangkan penelitian, menjemukan, dan terikat pada bumi. Plato
tampak bersembangat dan sanggup membangkitkan semangat, sedangkan
Aristoteles tampak terikat pada suatu sistem yang tidak luwes dan logika
yang ruwet dan kaku. Yang satu adalah seorang pembaharu, nabi, dan
artis, yang lain adalah seorang penyusun, pengamat, dan organisator. Plato
tampak melukiskan kemuliaan tertinggi dari pikiran dan aspirasi;
sementara Aristoteles kelihatan puas menerima dan bekerja dalam batasan-

batasan hari-ke-hari dari perilaku manusia).

Salah satu karya Aristoteles yang paling menonjol adalah penelitian

ilmiah. la melakukan penelitian bidang zoologi, biologi, dan botani ketika ia

meranatau ke sekitar pantai Asia Kecil dengan menggunakan segala fasilitas yang

disediakan oleh Hermeias bersama dengan Theophrastus. Selain itu, Aristoteles

juga melakukan penelitian khusus terhadap konstitusi dan sistem politik dari 158

negara kota (polis) di Yunani.Analisanya terhadap penelitiannya itu merupakan

karya besar di bidang politik dan telah meletakkan dasar yang teguh bagi ilmu

politik yang disebut Perbanding Pemerintahan dan Politik.

Para cendekiawan di zaman purba mengatakan bahwa karya tulis

Aristoteles lebih dari 400 buku. Namun, sebagian besar telah musnah. Dari

sekitar 50 buku yang masih ada, hanya sekitar separuhnya yang benar-benar

merupakan hasil karya Aristoteles sendiri, yaitu.(Durant,195335):

1.

2.

3.

Karya tulis yang bersifat populer.
Karya tulis yang berupa kumpulan data ilmiah.

Bahan kuliah.
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Selain itu, ada yang membagi karya tulis Aristoteles menjadi lima

kelompok yaitu (Renfrod,1963:22):

1. Kelompok Organon yang terdiri atas :

a.

b.

Categoriae (kategori).

De Interpretatione (tentang Penafsiran).
Analytica Priora (Analitika yang pertama),
Analytica Posteriora (Analitika yang terakhir).
Topica (Topik).

De Sophisticis Elenchis (Cara berdebat kaum sufi).

2. Kelompok kedua terdiri atas :

a.

b.

e.

Physica (Fisika) terdiri atas delapan buku.

Methapysica (Metafisika) terdiri atas 14 buku.

De Caelo (Dunia atas / langit) terdiri atas empat buku.

De Generatione er Corruptione (Penjadian dan Pembiasaan) terdiri
atas dua buku.

Meteorologica (Meteorologi) terdiri atas empat buku.

3. Kelompok Biologi dan Psikologi, terdiri atas :

a.

b.

De Partibus Animalium (Bagian Binatang).

De Motu Animalium (Tentang Gerak Binatang)

De Generatione Animalium (Tentang Kejadian Binatang).

De Anima (Tentang jiwa).

Parva Naturalia (Sedikit tentang tata hidup kodrati), yang merupakan

kumpulan dari beberapa monografi tentang biopsikologi.
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Pemikiran filsafat Aristoteles berkembang dalam tiga tahapan yang
pertama ketika ia masih belajar di akademi Plato ketika gagasannya masih dekat
dengan gurunya, kemudian ketika ia mengungsi dan yang terakhir pada waktu
memimpin Lyceum mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika,
yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain konstribusinya
di bidang Metafisika, fisika, etika, ilmu kedokteran, ilmu alam dan karya seni. Dia
filosof orisinal, dia penyumbang utama dalam tiap bidang penting falsafah
spekulatif, mungkin yang paling terkenal dari sekian banyak karyanya adalah
penyelidikannya tentang teori logika dan Aristoteles di pandang selaku pendiri
cabang filosofi yang penting ini. Pengaruh Aristoteles terhadap cara berpikir barat
di belakang hari sungguh mendalam. Ibnu Rosyid (Averros), mungkin filusuf
Arab yang terkemuka, mencoba merumuskan suatu perpaduan antara teologi
islam dengan rasionalismenya Aristoteles. Maimomides, pemikir paling
terkemuka yahudi abad tengah berhasil mencapai sintesa dengan yudisme, tetapi
hasil kerja paling gemilang dari perbuatan macam itu adalah Summa
Theologianya cendikiawan nasrani St.Thomas Aquinas dan masih banyak kaum

cendikiawan yang terpengaruh dalam pemikiran Aristoteles.
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2.2.2 Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles tentang teori keadilan bisa didapatkan dalam karyanya
nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku
nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang,
berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat
hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan

keadilan”.(Friedrich,1995:24).

Pada pokoknya pandangan keadilan menurut Aristoteles membedakan hak
persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia
sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa
semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan
proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan

kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.(Apeldoorn,1996:11).

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam
bentuk keadilan yaitu, keadilan “distributief” dan keadilan

“commutatief”.(Friedrich,1995:30).

1. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang
porsi. menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama
banyaknya ‘kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya
dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

2. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-
barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan

mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada
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dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain
berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil
boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya,

yakni nilainya bagi masyarakat.

Teori Keadilan Dalam Arti Umum

Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan
berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang
membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara
umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh
terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair(unfair), maka orang
yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena
tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka pembuatan hukum secara
adil adalah untuk mencapai kemajuan dan mempertahankan kebahagiaan

masyarakat.(Purnadi,1982:83).

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas,
bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dedengan hukum sebagai salah satu tata
nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun
apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut
menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan

kejahatan dapat menimbulkan ketidak adilan.

Keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang
lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga

kebahagian orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan
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kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai.
Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang
berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun
sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam
hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang

tidak fair.(Soekanto,2005:15).

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti
ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing
bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua
tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait

erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

Teori Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini,

yaitu.(Friedmann,1996:20):

a. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau
hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini
adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan
bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara
“yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Jadi keadilan adalah
titik tengan atau suatu persamaan relatif(arithmetical justice). Dasar
persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem
yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi,

landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan
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manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dasar yang berbeda
tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai
proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik

tengah (intermediate)dan proporsi.

b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan(rectification).
Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang
yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah
keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik
tengah (intermediate), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip
timbal balik (reciprocity). Jadi keadilan adalah persamaan, dus
ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu
orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang

dibuat secara sederajat.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan
masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan
berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi
dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak
dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak
diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak
diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal
balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga

mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang.
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Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan

diperlakukan tidak adil.

Keadilan dan ketidak adilan selalu dilakukan atas kesukarelaan.
Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan
tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan
sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan
tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai
tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa
aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil
akhirnya. Ketika (1) kecideraan berlawanan deengan harapan rasional, adalah
sebuah kesalahansasaran (misadventure), (2) ketika hal itu tidak bertentangan
dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah
sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa
pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak
atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat. Dengan
demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang
telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan

hukum).(Kusumohamidjojo,2004:20).

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara
keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran
keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu
tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus

benar.
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2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual
2.3.1.1 Sejarah Kekayaan Intelektual di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak
tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang
pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah
Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta
(1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies
telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property
sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and
Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942
sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI
tersebut tetap berlaku. tertulis.(Utomo,2009:5)

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah
air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di
bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan
sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup
penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-
undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi
pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34
selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif
baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah

air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan
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pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan Undang-

Undang Paten.

Mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan Undang-Undang Paten
1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten
dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam
pertimbangan Undang-Undang Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten
diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim
yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena
dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri,
teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan Undang-Undang Paten
1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah
masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa
upaya untuk mengembangkan sistem KI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah
semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan

nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Rl mengesahkan Undang-
Undang nomor.19 tahun 1992 Tentang Merek (Undang-Undang Merek 1992),
yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan Undang-
Undang Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Rl menandatangani
Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade
Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights(Persetujuan TRIPS). Dalam upaya untuk menyelaraskan semua
peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIP’s, pada

Tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 Tentang
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Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan
UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta
yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak

diundangkannya.

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju membuat kebudayaan
makin berkembang. Teknologi memudahkan dalam berinteraksi antar manusia
tanpa kendala jarak dan waktu. Indonesia sebagai bagian dari dunia juga tidak bisa
lepas dari adanya pengaruh budaya modern.

Undang-Undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang
menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg
tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan
mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten
tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman TUDOR tahun 1500an
dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statue of
Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai Undang-Undang paten
tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek
dagang, dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah Hak
Cipta.(Sutedi,2009:39).

Adapun konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia berkaitan dengan Kekayaan Intelektual adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Establishing the Word Trade Organization (Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia).
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2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris
Convention for The Protection of Industrial Property and Convention
Establishing the Word Intelectual Property Organization.

3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent
cooperation Treaty (PCT) and Regulations under PCT.

4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Keputusan Pengesahan
Trademark Law Treaty.

5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO
Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO mengenai

Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996).(Nurachmad,2012:19).

2.3.1.2 Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property
Rights. Berdasarkan substansinya, Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan
benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa
dan karsa manusia.(Sulistianingsih.2017:3)

Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir otak manusia yang berwujud
dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karena Kl berkaitan
dengan proses “penciptaan sesuatu yang baru”, maka di dalam subjek KI
terkandung masalah “hak dan kewajiban” bagi individu yang mampu dan dapat

menciptakan serta menghasilkan karya intelektual (Sudarmanto,2012:2-3).
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Isitilah IPR tersebut terdiri dari dua kata kunci yaitu, kekayaan dan
intelektual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi
kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya
tulis, karikatur dan seterusnya. Kekayaan intelektual merupakan hak-hak
(wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang
diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. (Sutedi,2009:38).

Hak kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan,hak atas sesuatu benda
yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja otak, hasil kerja rasio hasil kerja
yang menalar. Itu pada satu sisi, disisi lain adapun hasil dari hasil kerja emosional.
Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari
hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya
intelektual. Hasil kerjanya itu berupa benda immateriil atau benda tidak berwujud
(Saidin,2015:10).

Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang dapat dikategorikan
ke dalam benda tidak berwujud (benda immateriil). Dalam konteks hukum
perdata, rumusan tentang hak kekayaan immateriil dijelaskan dalam pengertian
benda yang diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara
implisit menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-
tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jika
dihubungkan dengan Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), maka dapat dikategorikan ke dalam benda berwujud dan benda
bergerak. Barang bergerak yang tidak berwujud memiliki sifat abstrak, karena
barangnya memang tidak terlihat wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat

merasakan manfaatnya.(Supramono.2010:28).
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Berdasarkan titik tolak nilai yang dilindungi pada Kekayaan Intelektual
adalah proses berpikir penciptanya atau inventornya maka hak kebendaan yang
melekat pada proses intelektual tersebut termasuk benda yang tidak berwujud.
Dimana Hak tersebut berupa hak untuk mempertahankan karya miliknya dan hak
untuk memanfaatkan atau menggunakan Kkarya tersebut, misalnya untuk
mendapatkan penghargaan secara ekonomis. Benda tidak berwujud diartikan
sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai segala
sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat

kebendaan melekat juga pada KI. Salah satunya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pengalihan HKI mengacu pada pengalihan benda bergerak, yaitu dapat
dilakukan secara langsung (hand to hand), tidak melalui proses balik nama. HKI
dapat dialihkan melalui jual-beli, pewarisan, hibah, atau perjanjian. Salah satu
jenis perjanjian untuk mengalihkan HKI adalah perjanjian lisensi. Lisensi
diartikan sebagai salah satu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan HKI

milik pihak lain melalui pembayaran royalti.(Sudaryat dkk., 2010:17)

World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam membagi
Kekayaan Intelektual menjadi dua bagian yaitu : Hak Cipta (Copyrights) dan Hak
Kekayaan Industri (Industrial Property Rights). Hak Cipta (Copyrights) hak
eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari
buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis
itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property
Rights) sendiri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik

pengindustrian terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak Kekayaan
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Industri terdiri dari Merek, Paten, Hak Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.(WIPO.2014:11)

1.3.1.3 Perubahan Nama dari HAKI menjadi Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan perubahan dari Hak Kekayaan
Intelektual yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015
tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setidaknya terdapat dua
Direktorat Jenderal (Ditjen) di lingkungan Kemenkumham yang namanya berubah
sesuai perpres tersebut. Salah satunya adalah Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).
Sebelum perpres ini lahir, Ditjen KI bernama Ditjen Hak Kekataan Intelektual
(HKI). Alasan berubahnya nomenklatur tersebut karena mengikuti institusi yang
menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain. Mayoritas institusi
negara-negara lain yang menangani bidang kekayaan intelektual tidak
mencantumkan kata “hak” dalam nama institusinya.

Negara-negara lain tidak mencantumkan kata “hak™ dalam institusinya.
Istilah hak sudah tercantum dalam istilah Rights. Di Korea, lembaga yang
menangani Kl adalah Korean Intellectual Property Office (KIPO). Tidak ada kata
haknya. Di Singapura, institusi yang membidangi kekayaan intelektual adalah
Singapore Intellectual Property Office. Di China, kantornya bernama State
Intellectual Property Office (MIPO). Atas alasan ini, nomenklatur Ditjen KI
digunakan dan tepat untuk dicantumkan di lingkungan Kemenkumham.
(Sulistianingsih,2017:24).

Nomenklatur di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah dilakukan

perubahan sebanyak 4 kali, yaitu Ditjen HCPM, Ditjen HaKIl, Ditjen HKI dan
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Ditjen KI. Terbentuknya Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (Ditjen
HCPM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988 tentang
pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek untuk mengambil
alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta. Pada tahun 1998,
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Ditjen HCPM diubah menjadi
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKl). Berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HaKI berubah menjadi Ditjen
HKI, dan sekarang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005 Ditjen
HKI berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Penyebutan Kekayaan Inteletual kini telah seragam dengan istilah di berbagai

negara.

2.3.2 Tinjauan Umum tentang Merek
2.3.2.1 Sejarah Merek

Ketentuan tentang merek yang pertama kali berlaku di Indonesia
ditetapkan oleh Pemerintah Belanda. Diberlakukannya Reglement Industriele
Eigendom (RIE), Reglement Industriele Eigendom 1912 menganut sistem
deklaratif. Penyusunan peraturan merek mengikuti sistem UU Belanda dan
menerapkan sistem konkondarsi (Gautama,1993:14). Yaitu ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk diterapkan pada negara
jajahan Belanda.(Maulana,1999:7).

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku
berdasarkan Pasal Il Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan itu masih terus

diganti dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan
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dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan
dimuat dalam Lembaran Negara Rl N0.290 dan penjelasannya dimuat dalam
Tambahan dalam Lembaran Negara Rl No.2341 yang mulai berlaku pada bulan
November 1961.

Kedua Undang-Undang ini (RIE 1912 dan Undang-Undang Merek 1961)
mempunyai banyak kesamaan. Perbedaan hanya berlaku pada masa berlakunya
merek; yaitu sepuluh tahun menurut Undang-Undang Merek 1961 dan jauh lebih
pendek dari RIE 1912 ; yaitu 20 tahun. Perbedaan lain yaitu, Undang-Undang
merek tahun 1961 mengenai penggolongan barang-barang dalam 35 Kelas,
penggolongan yang semacam itu sejalan dengan Kklasifikasi internasional
berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk
keperluan pendaftaran merek di Nice (Prancis) pada tahun 1957 yang diubah di
Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas unuk penyesuaian
dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal
dalam RIE 1912.

Undang-Undang Merek tahun 1961 ini mampu bertahan selama kurang
lebih 31 tahun, untuk kemudian Undang-Undang ini dengan berbagai
pertimbangan akhirnya harus dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1992 tetang Merek. Adapun alasan dicabut Undang-Undang
Merek Tahun 1961 itu adalah karena Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961
dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat
dewasa ini. Selain itu, adanya perubahan mengenai sistem pendaftaran, lisensi,

merek kolektif, dan sebagainya.
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2.3.2.2 Pengertian Merek/Well Known Marks

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek™ diartikan sebagai
tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada
barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi
pengenal untuk menyatakan nama.(Departemen Pendidikan Nasional.2005:736)

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2

(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan

perdagangan barang dan/atau jasa.”

Suatu merek bagi produsen barang atau jasa sangat penting, karena
berfungsi untuk membedakan antara barang atau jasa satu dengan yang
lainnya serta berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal-usul, citra
reputasi maupun bonafiditas diantara perusahaan yang satu dengan yang
lainnya yang sejenis. Bagi konsumen dengan makin beragamnya barang dan
jasa yang berada dipasaran melalui merek dapat diketahui kualitas dan asal-
usul dari barang tersebut.

Merek Terkenal (Famous Mark) adalah merek yang menjadi simbol
kebanggan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak
mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik merek tersebut

(Hasibuan,2003:22).
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Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek, hak atas merek adalah :
“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak
lain untuk menggunakannya”.

Unsur-unsur tentang merek terkenal dalam WIPO Joint
Recommendation dipergunakan baik oleh negara-negara anggota Konvensi
Paris maupun negara-negara anggota WTO untuk menentukan keterkenalan
merek di suatu negara. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 2 (2)
d:(WIPO,2014:8)

“A member state may determine that a mark is a well-known mark,
even if the mark is not well known or, if the Member States applies
subparagraph (c), known, in any relevant sector of the public of
the Member State.”
Terjemahan :

“Sebuah negara anggota dapat menentukan bahwa tanda adalah
merek terkenal, bahkan jika tanda itu tidak dikenal atau, jika
negara-negara anggota menerapkan huruf (c), diketahui, dalam

setiap sektor yang relevan dari masyarakat Negara Anggota”.

Adapun yang dimaksud konsep merek terkenal mencakup dua
pengertian yaitu: well-known dan famous. Meskipun pengertian keduanya

seringkali diperlakukan sebagai sinonim, sebenarnya di antara keduanya



47

terdapat suatu nuasa (perbedaan sangat tipis). Keterbatasan dalam
ketersediaan kosa kata bahasa Indonesia menyebabkan kedua konsep yang
meskipun mirip, tetapi sebenarnya berbeda tersebut akhirnya hanya
diwakili oleh satu istilah terkenal.

Salah satu prinsip terpenting dari Konvensi Paris adalah tentang
persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga
Negara sendiri. Prinsip National Treatment atau prinsip assimilasi
Principle Of Assimilation yaitu bahwa seseorang warga Negara dari suatu
Negara peserta perjanjian akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang
sama  seperti  seorang warga negara dimana  mereknya
didaftarkan.(Djumhana dan Djubaedillah,1999:129).

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat diinterprestasikan
mengenai pengertian merek asing yaitu merek yang diajukan oleh pemilik
atau yang berhak atas merek yang tidak bertempat tinggal atau
berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Indonesia. Merek terkenal
yaitu merek terkenal yang dimiliki oleh subjek hukum (orang alamiah
maupun badan hukum) yang tidak memiliki nasionalitas Indonesia. Merek
terkenal untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis dilakukan dengan
memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut
di bidang usaha yang bersangkutan. Terkenal atau tidaknya suatu merek,
perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena

promosi yang gencar dan besar-besaran.
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Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis mempunyai unsur-unsur yang terdapat didalamnya
yaitu sebagai berikut:

1. Gambar
Gambar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, gambar yang tidak boleh terlalu rumit seperti benang kusut
dan tidak boleh terlalu sederhana seperti titik, sehingga gambar dapat
melambangkan kekhususan tertentu dalam bentuk lencana atau logo,
dan secara visual langsung memancarkan identitas yang erat kaitannya
daya pembeda.
2. Nama
Nama yang sangat umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai
merek karena akan mengaburkan identitas khusus seseorang dan
membuat bingung masyarakat, dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa pendaftaran merek akan
ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal.
3. Kata
Kata dapat dijadikan sebagai merek jika mempunyai kekhususan
yang memberikan kekuatan daya pembeda dari merek lain yang
meliputi berbagai bentuk, yaitu:

a. Dapat merupakan kata dari bahasa asing, bahasa Indonesia,

bahasa daerah.

b. Dapat berupa kata sifat, kata kerja dan kata benda.
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c. Dapat merupakan kata yang berasal dari istilah bidang tertentu,
seperti budaya, pedidikan, kesehatan, teknik, olah raga, seni dan
sebaginya.

d. Bisa merupakan satu kata saja atau lebih dari satu kata, dua atau
beberapa kata. Semua kata umum dapat dijadikan sebagai
merek.

. Huruf

Sepanjang tidak rumit dan tidak sederhana. Huruf juga harus
memiliki daya pembeda yang untuk dapat didaftarkan sebagai merek.

. Angka

Jika hanya terdiri dari satu angka tidak diperbolehkan, angka
harus dibuat sedemikian rupa hingga memiliki daya pembeda.

. Susunan Warna

Merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna tanpa
kombinasi unsur gambar, lukisan geometris, diagonal atau lingkaran,
atau gambar dalam bentuk apasaja.

. Merek Kombinasi

Terdiri dari gabungan unsur-unsur yang merupakan kombinasi
dari dua, tiga atau seluruh unsur yaitu geometris, diagonal atau

lingkaran.
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2.3.2.3 Jenis Merek
Jenis-jenis merek yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

1. Merek Dagang (Trade Mark) adalah merek yang digunakan pada
barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
barang-barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa (Service Mark) adalah merek yang digunakan pada jasa
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasajasa
sejenisnya.

3. Merek Kolektif (Collective Mark) adalah merek yang digunakan pada
barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat,
ciri, umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasaannya yang
akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara

bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya.

Terdapat perbedaan kemasyuran suatu merek yang membedakan
pula tingkat derajat. Ada 3 (tiga) jenis yang dikenal oleh masyarakat,
yaitu.(Suryati,1980:87):

1. Merek Biasa
Merek biasa atau normal mark yang tergolong kepada merek
biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan jangkauan

pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal. Merek biasa
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bukan disebabkan oleh faktor kualitas yang rendah tetapi kemungkinan
merek normal tidak memiliki dana yang memadai sehingga

menyebabkan pengenalan masyarakat kurang.

2. Merek Terkenal

Merek terkenal atau well known marks. Merek terkenal memiliki
reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik
perhatian dan pengetahuan masyarakat mengenai suatu merek di dalam

maupun di luar negeri.

3. Merek Termasyhur

Sedemikian rupa terkenalnya suatu merek sehingga
dikategorikan sebagai famous mark. Famous mark dan well known
mark pada umumnya susah dibedakan namun famous mark
pemasarannya hampir seluruh dunia dengan reputasi internasional,
produksinya hanya untuk golongan tertentu saja dengan harga yang

sangat mahal.

Jenis-jenis merek dapat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok

yaitu.(WIPQ,2009:11):

1.

Merek Dagang yaitu merek yang digunakan untuk membedakan
barang-barang tertentu yang diproduksi oleh perusahaan tertentu.
Merek Jasa yaitu merek yang digunakan untuk membedakan jasa

tertentu yang digunakan oleh perusahaan tertentu.
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3. Merek Kolektif yaitu merek yang digunakan untuk membedakan
barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh anggota dari
asosiasi tertentu.

4. Merek Sertifikat yaitu merek yang digunakan untuk membedakan
barang dan jasa yang mengikut serangkaian standar-standar dan telah
disahkan oleh otoritas yang memberikan sertifikat.

5. Merek Terkenal yaitu merek yang dianggap terkenal di pasar dan

menuai keuntungan dari perlindungan merek yang lebih kuat.

2.3.2.4 Fungsi Merek
Merek mempunyai beberapa fungsi yang dapat dikategorikan menjadi tiga,
yaitu.(Yuadiman,2006:45):

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan
seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum
dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

2. Sebagai alat promosi sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya
cukup dengan menyebut mereknya.

3. Sebagai jaminan atas mutu barang.

4. Sebagai petunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan.

Merek mempunyai beberapa fungsi yang dapat dikategorikan menjadi
tiga, yaitu.(Harahap,1996:45):
1. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukan

bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan
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karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu
dibuat secara profesional.

2. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan
kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.

3. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi

kolektor produk tersebut.

2.3.2.5 Pendaftaran Merek

Secara Internasional dikenal dengan 4 (empat) sistem pendaftaran

merek(Soemodirejo,1963:10):

1. Pemeriksaan merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut
sistem ini, merek yang dimohonkan didaftarkan telah terpenuhi antara
lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran.

2. Pendaftraan dengan pemeriksaan terlebih dahulu. Menurut sistem ini,
sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu
diperiksa mengenau syarat-syarat permohonan maupun merek tersebut.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Menurut sistem ini,
sebelum merek tersebut didaftarkan, merek itu diumumkan terlebuh
dahulu untuk memberi kesepakatan untuk pihak lain mengajukan
keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut.

4. Pendaftaran merek dengan memberitahukan terlebih dahulu tentang

adanya merek-merek lain yang ada persamaannya.
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Tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat dilaksanakan secara online dan non online
permohonan dapat diajukan dengan mencantumkan:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia Kepada

Kepala Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

o

Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan.
b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon.
c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui
Kuasa.
d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya
menggunakan unsur-unsur warna.
e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam
hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau
jenis jasa.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapa terdiri dari satu
orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
4. Pemohon dilampirkan dengan bukti pembayaran biaya
5. Dalam hal memohon diajukanoleh lebih dari satu pemohon yang secara
bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon
dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat meraka.
6. Dalam hal memohon Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang
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berhak atas tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para
pemohon yang mewakilkan.

7. Dalam hal memohon Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh
semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

8. Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual

9. Ketentuan Mengenai syarat-syarat untuk dapat di tanda tangani sebagai
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam peraturan pemerintah,

sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden

Sistem pendaftaran merek dapat dibagi menjadi 2 (dua) sistem

yaitu(Sulistianingsih,2017:25):

1. Sistem Deklaratif yaitu suatu sistem dimana yang memperoleh
perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek
bersangkutan, tetapi menimbulkan ketidak pastian hukum, sebab
pendaftaran suatu merek dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang
membuktikan sebagai pemilik pertama dari merek yang telah
didaftarkan.

2. Sistem Konstitutif yaitu pendaftaran merupakan keharusan agar dapat
memperoleh hak atas merek, sehingga adanya kepastian hukum untuk
mengetahui siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk
dilindungi, dan juga adanya kepastian hukum pembuktian, karena

didasarkan pada fakta pendaftaran sebagai alat bukti utama.
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Keunggulan International Registration of Marks berdasarkan Protokol

Madrid adalah sebagai berikut.(Hidaayati,2017:178):

a. Kepraktisan.

b. Penghematan dari sisi anggaran, karena baik biaya pendaftaran maupun
biaya perpanjangan hanya dilakukan satu kali.

c. Penghematan waktu, karena begitu didaftarkan pada IB di WIPO, maka
otomatis berlaku bagi semua negara pihak dalam protokol ini.

d. Perluasan Perlindungan pada negara baru yang bergabung dalam sistem
ini. Adanya pilihan kepada para pendaftar merek mengenai filing date,
berdasarkan pada national applications atau berdasarkan pada national
registrations.

e. Adanya waktu pemeriksaan yang lebih panjang yakni 18 (delapan belas)
bulan, sehingga memberikan keleluasaan waktu pada setiap kantor
pendaftaran merek di negara pihak.

f. Tersedianya database merek yang terdaftar melalui mekanisme Madrid
System secara detail dan online

g. .Adanya pemasukan pendapatan melalui “individual fee” untuk Kantor
Pendaftaran merek di negara pihak yang menjadi tempat tujuan
pendaftaran merek.

h. Adanya mekanisme transformasi untuk setiap merek yang telah terdaftar di
WIPO selama masa percobaan 5 (lima) tahun sejak filling date di
international registration mendapat klaim dari negara asal atau office of

origin dan terbukti sehingga pendaftaran mereknya harus dibatalkan.
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2.3.2.6 Barang Palsu

Barang KW adalah barang tiruan/imitasi dari barang yang asli (original).
Kata KW berasal dari “kualitas” yang konotasinya “imitasi” atau “tiruan”.
Awalnya istilah KW digunakan untuk tas tangan wanita tiruan bermerek, yang
digunakan oleh pedagang untuk membedakan kategori kualitas dan range
(kisaran) harganya. Misalnya “KW super” untuk barang tiruan terbaik mendekati
aslinya, KW ada banyak tingkatan serta kelasnya. Contohnya KW 1, barangnya
90 % mendekati barang yang asli. KW 2, 80 % seperti aslinya, sampai ada istilah
KW yang jelek karena sudah jauh dari kualitas asli produknya.(Purba,2005:21).

Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, hanya dikenal istilah barang palsu untuk menyebut barang-
barang yang diproduksi dengan menggunakan Merek yang sama pada
keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain. Terkenalnya suatu
merek menjadi well known/famous mark, dapat lebih memicu tindakan-tindakan
pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun Internasional, karena
suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintas batas-batas
negara.

Perlindungan merek terkenal secara Internasional telah diatur dengan

ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 bis Konvensi Paris sebagai berikut:

a. Atau atas permintaan yang berkepentingan untuk menolak atau
membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi,
imitasi, atau terjemahan belaka, yang dapat menimbulkan kekeliruan
dari suatu merek yang dianggap oleh instansi berwenang bahwa

pendaftaran merek itu sebagai merek yang terkenal di negara itu.
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b. Bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan
merek seperti itu, sekurang-kurangnya 5 tahun sejak tanggal
pendaftaran merek yang bersangkutan.

c. tidak ada jangka waktu untuk meminta pembatalan atau larangan
pemakaian merek yang telah didaftar atau dipakai dengan itikad buruk

(bad faith).

2.3.2.7 Praktek Pemalsuan Merek Dagang

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian palsu adalah tiruan atau
duplikasi dari benda yang aslinya. Maka jika dikaitkan dengan barang palsu yaitu
segala sesuatu yang diciptakan baik itu benda ataupun suatu zat dengan meniru
atau menggandakan sifat atau wujud sehingga jumlahnya lebih banyak dari benda
atau zat yang aslinya. Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan
meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat
tanpa.(Margono,2011.25).

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak
jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar
mempergunakan merek dengan memalsukan merek terkenal (well know trade
mark) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya
secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal
(untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan
kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu

sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.(Saidin,2002:37).
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2.4  Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan

Pasar secara umum diartikan sebagai tempat penjual menawarkan barang
atau jasa sesuai taksiran harga penjual serta pembeli mendapatkan barang atau
jasa sesuai dengan taksiran harga pembeli. Pengertian pasar dalam ilmu ekonomi
lebih konseptual, yakni bertemunya permintaan dan penawaran, dengan demikian
sebuah pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta
ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya
ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los
dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.
Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan merupakan pasar induk tradisional yang
menjadi area pusat jual beli di Kota purwodadi yang terkenal dengan kelengkapan
komoditinya dan menjadi salah satu pusat destinasi belanja masyarakat Kota
Purwodadi. Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan merupakan pasar terbesar dan
termodern tahun 1950 hingga saat ini.

Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan merupakan pasar tradisional yang
merupakan jangkauan pelayananan ekonomi lokal hingga regional. Dari hasil
observasi Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan tidak hanya menyediakan
kebutuhan pokok, didalamnya juga menawarkan komoditas menarik dengan
berbagai macam kebutuhan seperti sayur mayur, buah-buahan, elektronika,
pakaian, barang pecah belah, berbagai macam accesories, sembako, buku bekas
dan buku baru, tas, ikat pinggang, sepatu, kacamata dan jam tangan dengan
berbagai

macam merek.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dan

sajikan, maka penulis dapat menarik simpulan sebagi berikut :

1. Perlindungan hukum well know marks terhadap pelanggaran merek
dagang di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan belum berlaku
efektif karena melanggar pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena bersifat delik
aduan perlindungan merek belum maksimal karena tanpa aduan dari
pemegang merek tidak ada sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran
merek.

2. Upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran merak terhadap
well-known marks di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan ada dua
cara antara lain yaitu sebagai berikut: Upaya Preventif dengan cara
lebih ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan
terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal
asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan
mereknya agar haknya terlindungi dan upaya represif dengan cara
menindak tegas dengan cara sanksi pidana bagi pedagang yang

melanggar yang ada di pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan.
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5.2 Saran

Hasil penelitian dan pembahasan beserta simpulan tersebut, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut :

Diharapkan pemerintan menyusun Peraturan Daerah sebagai Peraturan
Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, akan lebih baik Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Grobogan melakukan penindakan dengan cara sweeping untuk memberikan efek
jera dengan menutup lapak pedagang dan memusnahkan semua well-known marks

yang dipalsukan di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan.
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